
 
 

BUPATI SIDOARJO 
PROVINSI JAWA TIMUR 

 

PERATURAN BUPATI SIDOARJO 
NOMOR   62   TAHUN 2019 

 

TENTANG  
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 88 TAHUN 2017 
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
 

BUPATI SIDOARJO, 
 
Menimbang : a.  bahwa untuk meningkatkan akuntabilitas dalam 

pengelolaan keuangan daerah, perlu dilakukan 
penyempurnaan atas kebijakan akuntansi yang berlaku                   
di Kabupaten Sidoarjo; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 88               
Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi; 

 

Mengingat  :  1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 
Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2       

Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja 
Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                     
Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004                       
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia  

Tahun  2004 Nomor  126,  Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438); 
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6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014  Nomor  244,  Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 (Lembaran Negara  Republik  Indonesia       

Tahun  2015  Nomor  58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara  Republik  Indonesia Tahun  2005 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                      

Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia                  

Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4575); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65                    

Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia                   

Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5155); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2006 

Nomor 25, Tambahan   Lembaran   Negara   Republik 

Indonesia Nomor 4614); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5219); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia                   

Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5272); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor  ); 

15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12                

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan; 



3 

 

 

  

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo 21 Tahun 2011; 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 

tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 

Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah; 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri              

Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 157); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11                     

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten 

Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70), sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo  

Nomor 6 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo                     

Tahun 2018 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Sidoarjo Nomor 88); 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan :  PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 88 TAHUN 2017 

TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI. 

 
Pasal I 

 

Ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Bupati Sidoarjo              

Nomor 88 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi (Berita 

Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 88), yakni 

pada Bab III Angka 3.1.4 Huruf C Poin d, diubah sehingga 

berbunyi sebagai berikut : 

Bab III   KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUN 

3.1. AKUNTANSI ASET 

3.1.4.  Persediaan 

C. Pengukuran 

d. Metode pencatatan persediaan dilakukan dengan: 

1) Metode Perpetual 

Metode perpetual, pencatatan dilakukan setiap 

ada persediaan yang masuk dan keluar, sehingga 

nilai/ jumlah persediaan selalu ter-update. 

Digunakan untuk mencatat jenis persediaan yang 

berkaitan dengan operasional utama SKPD dan 

sifatnya continues serta membutuhkan kontrol 

yang besar, seperti: 

a) Obat-obatan pada RSUD dan Dinas 

Kesehatan; 

b) Asbuton dan sejenisnya pada Dinas Pekerjaan 

Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air. 
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2) Metode Periodik 

Metode pencatatan persediaan dilakukan secara 

periodik, maka pengukuran persediaan pada saat 

periode penyusunan laporan keuangan dilakukan 

berdasarkan hasil inventarisasi dengan 

menggunakan harga perolehan terakhir/ harga 

pokok produksi terakhir/ nilai wajar. 

Digunakan untuk mencatat persediaan yang 

penggunaannya sulit diidentifikasi, seperti Alat 

Tulis Kantor (ATK). 

 

Pasal II 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal  

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan  Bupati ini  dengan  penempatannya  

dalam  Berita  Daerah Kabupaten Sidoarjo. 

 

 

  Ditetapkan di Sidoarjo  

  pada tanggal    29 Agustus 2019 

 

    BUPATI  SIDOARJO, 

 

                     ttd 

 

         SAIFUL ILAH 

 

Diundangkan di Sidoarjo 
pada tanggal 29 Agustus  2019 

 

 SEKRETARIS DAERAH 

 KABUPATEN SIDOARJO,            
 

ttd 

 

  ACHMAD ZAINI 

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2019 NOMOR 62 

 

 

 

 

NOREG PERBUP : 62 TAHUN 2019 


